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Even the discourse of Bank Syari'ah had arisen in Indonesia since year 1970, but 
formally institution of that moment has not got response either from government as policy 
owner. Has just in era 1990 the discourse gets good response with publishing of Law No 7 
Of 1992. However, existence of the Law as the law umbrella practice moslem law at the 
time still be not able yet to give motion space maximumly. Some weakness still many found 
in the Law. Along with development happened, the banking observers of syari'ah always 
does evaluation to weakness of banking syari'ah which there have and publishs various 
newest law. Hence, emerges Law No. 10 Of 1998 and various other regulations sent out 
by the Institute of highest authority owner of Indonesia monetary, Bank of Indonesia. All 
the regulations emerges on the basis of requirement for perfection and be free to of 
practice of banking syari'ah in Indonesia. 
 
Kata kunci :  Bank, hukum, kewenangan, sengketa, syari’ah, penyelesaian. 
================================================================ 
 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan 




keuangan syariah tumbuh pesat di Indo-
nesia, seperti perbankan syariah, asuransi 
syariah, pasar modal dengan instrumen-
nya obligasi dan reksadana syariah, pega-
daian syariah, dana pensiun syariah, lem-
baga keuangan mikro syariah, dll. Menu-
rut data Bank Indonesia (Mei 2005), 
jumlah nasabah/deposan perbankan sya-
riah lebih dari 2 juta orang, sedangkan 
jumlah nasabah pembiayaan sekitar 
300.000an orang. Data itu belum ter-
masuk nasabah asuransi, pegadaian, pa-
sar modal dan dana pensiun syariah. Juga 
belum termasuk nasabah Baitul Mal wat 
Tamwil yang mencapai dari 3 juta o-
rang. Banyaknya masyarakat Indonesia 
yang beraktivitas dalam ekonomi sya-
riah, maka sangat dimungkinkan terjadi-
nya sengketa hukum di bidang ekonomi 
syariah. Jika terjadi perselisihan antara 
para pihak, selama ini kasusnya disele-
saikan di Pengadilan Umum, atau Badan 
Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan 
Agama. Artinya, sebelum keluarnya Un-
dang-undang No 3 Tahun 2006, Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
perkara-perkara yang menyangkut perali-
han harta atau kebendaan dan perjanjian 
yang bersifat bisnis masih menjadi kewe-
nangan Pengadilan Negeri, dikarenakan 
kewenangan Pengadilan Agama masih 
sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Ta-
hun 1989 tentang Peradilan Agama ha-
nya menentukan bidang-bidang tertentu 
saja yang menjadi kewenangan (kompe-
tensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu 
bidang: Perkawinan, Kewarisan (yang 
meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wa-
kaf dan Shadaqah. 
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Untuk dapat mengikuti perkemba-
ngan lembaga keuangan syari’ah di Indo-
nesia, maka pemerintah bersama-sama 
DPR membentuk Undang-undang yang 
baru yakni UU No. 3 Tahun 2006 terse-
but. Dalam pertimbangan amandemen 
undang-undang tersebut disebutkan bah-
wa Peradilan Agama dalam Undang-un-
dang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan kebu-
tuhan hukum masyarakat, karena itu per-
lu lakukan amandemen. Pada Pasal 49 
point i disebutkan dengan jelas bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwe-
nang memeriksa, memutus dan menyele-
saikan perkara di tingkat pertama antara 
ortang–orang yang beragama Islam di bi-
dang ekonomi syariah. Dalam penjelasan 
UU tersebut disebutkan bahwa yang di-
maksud dengan ekonomi syariah adalah 
perbuatan atau kegiatan usaha yang di-
laksanakan menurut prinsip syari’ah.2  
Amandemen ini membawa impli-
kasi baru dalam sejarah hukum ekonomi 
di Indonesia. Selama ini, wewenang un-
tuk menangani perselisihan atau sengketa 
dalam bidang ekonomi syariah diselesai-
kan di Pengadilan Negeri yang notabene 
belum bisa dianggap sebagai hukum sya-
riah. Pengadilan Negeri bisa disebut se-
bagai Pengadilan konvensional. Maka sa-
ngat aneh, jika masalah syariah diselesai-
kan secara konvensional, bukan secara 
syariah.  
B.  PEMBAHASAN  
Bank Syari’ah 
Bank syari’ah bermunculan di ma-
na-mana, seperti jamur di musim hujan. 
Satu hal yang tentu saja menjanjikan da-
 
2 UU 3/2006 Pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) 
wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; 
dan (i) ekonomi syariah 
lam bisnis perbankan adalah minat mas-
yarakat terhadap bank syari’ah itu sendi-
ri. Ini membuat bank-bank konvensional 
membuka unit pelayanan syariah. Bank 
syari’ah adalah lembaga keuangan yang 
melakukan kegiatan usaha dengan cara 
menghimpun dan menyalurkan dana dari 
dan kepada masyarakat, baik dalam ben-
tuk tabungan, deposito atau dalam bentuk 
pembiayaan seperti murabahah, mudha-
robah, musyarakah, dan bentuk-bentuk l-
ainya.3 
Undang-undang perbankan Indone-
sia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan sebagaimana di-
ubah dengan Undang-undang No. 10 Ta-
hun 1998 (UU Perbankan), membedakan 
bank berdasarkan kegiatan usahanya 
menjadi dua, yaitu bank yang melaksa-
nakan kegiatan usaha secara konvensio-
nal dan bank yang melaksanakan kegiat-
an usaha berdasarkan prinsip syari’ah. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
butir 13 UU Perbankan memberikan ba-
tasan pengertian prinsip syariah sebagai 
aturan perjanjian berdasarkan hukum Is-
lam, antara bank dan pihak lain untuk 
penyimpanan dana dan/atau pembiayaan 
kegiatan usaha atau kegiatan lain yang 
dinyatakan sesuai dengan syari’ah. Ke-
giatan itu antara lain pembiayaan berda-
sarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan prinsip penyer-
taan modal (musyarakah), prinsip jual 
beli barang dengan memperoleh keuntu-
ngan (murabahah), atau pembiayaan ba-
rang modal berdasarkan prinsip sewa 
murni tanpa pilihan (ijarah). 
Kegiatan usaha perbankan syariah 
ditegaskan dalam UU No 10/1998 dan 
peraturan pelaksanaannya. Pasal-pasal 
yang menegaskan tersebut adalah Pasal 1 
ayat (12) dan ayat (13), pasal 6 huruf m, 
pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat (1) dan ayat 
 
3 Ansori, Abdul Ghafur, 2007, Perbankan Syari’ah di 
Indonesa, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 54  
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(2), pasal 11 ayat (1) dan ayat (4a), pasal 
13 huruf c pasal 29 ayat (3) dan pasal 37 
ayat (1) huruf c. Ketentuan tersebut 
dipertegas lagi oleh Keputusan Direksi 
No 32/34/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 
pasal 28 dan 29 tentang Bank umum ber-
dasarkan prisnsip syariah bagi Bank U-
mum Syariah. Sedangkan bagi bank Per-
kreditan Rakyat berdasarkan prinsp sya-
ri’ah  ditegaskan lagi dalam pasal 27 dan 
28 Surat Keputusan Direksi Bank Indo-
nesia No 32/36/Kep/Dir tahun 1999 ten-
tang BPRS. Di samping itu juga di atur 
dalam Pasal 36 – 37 PBI 6/24/PBI/2004. 
Yang paling penting adalah esensi sya-
ri’ahnya itu sendiri, misalnya bank sya-
ri’ah harus konsisten memegang prinsip 
al-adl (keadilan) dalam bermuamalah; 
tentunya dengan tidak mengabaikan as-
pek prudential banking yang ditetapkan 
bank sentral.4 
Fungsi Bank Syari’ah secara garis 
besar tidak berbeda dengan bank konven-
sional, yakni sebagai lembaga intermedi-
asi (intermediary institution) yang me-
ngerahkan dana dari masyarakat dan me-
nyalurkan kembali dana-dana tersebut 
kepada masyarakat yang membutuhkan-
nya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 
Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis 
keuntungan yang diambil bank dari tran-
saksi-transaksi yang dilakukannya. Bila 
bank konvensional mendasarkan keuntu-
ngannya dari pengambilan bunga, maka 
Bank Syari’ah dari apa yang disebut se-
bagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base 
income) maupun mark-up atau profit 
margin, serta bagi hasil (loss and profit 
sharing). Selain  Bank Syari’ah juga me-
rupakan investasi dan jual beli serta sa-
ngat beragamnya pelaksanaan pembiaya-
an yang dapat dilakukan Bank Syari’ah, 
seperti pembiayaan dengan prinsip mura-
 
4 Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, 
www. mhugm.wikidot.com/artikel:012, 2002, 
bahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ija-
rah wa iqtina (sewa beli) dan lain-lain. 
Praktek perbankan Islam di Indo-
nesia dimulai pada awal periode 1980-an, 
melalui diskusi-diskusi bertemakan bank 
Islam sebagai pilar ekonomi Islam. To-
koh-tokoh yang terlibat dalam pengkaji-
an tersebut, untuk menyebut beberapa, di 
antaranya adalah Karnaen A Perwata-
atmadja, M Dawam Rahardjo, AM Sae-
fuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji 
coba, gagasan perbankan Islam diprak-
tekkan dalam skala yang relatif terbatas 
di antaranya di Bandung (Bait At-Tam-
wil Salman ITB) dan di Jakarta (Kope-
rasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M 
Dawam Rahardjo dalam tulisannya per-
nah mengajukan rekomendasi Bank Sya-
ri’at Islam sebagai konsep alternatif un-
tuk menghindari larangan riba, sekaligus 
berusaha menjawab tantangan bagi kebu-
tuhan pembiayaan guna pengembangan 
usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan 
keluarnya secara sepintas disebutkan de-
ngan transaksi pembiayaan berdasarkan 
tiga modus, yakni mudlarabah, musyara-
kah dan murabahah. 
Prakarsa lebih khusus mengenai 
pendirian Bank Islam di Indonesia baru 
dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 
20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ula-
ma Indonesia (MUI) menyelenggarakan 
lokakarya bunga bank dan perbankan di 
Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil loka-
karya tersebut kemudian dibahas lebih 
mendalam pada Musyawarah Nasional 
IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, 
yang menghasilkan amanat bagi pemben-
tukan kelompok kerja pendirian bank Is-
lam di Indonesia. Kelompok kerja di-
maksud disebut Tim Perbankan MUI de-
ngan diberi tugas untuk melakukan pen-
dekatan dan konsultasi dengan semua pi-
hak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim 
Perbankan MUI tersebut adalah berdiri-
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nya PT Bank Muamalat Indonesia 
(BMI).5 
Monopoli Penyelesaian Sengketa Per-
bankan Syari’ah atau Lembaga Keu-
angan Syari’ah 
Telah dikemukakan bahwa per-
kembangan lembaga keuangan syari’ah 
bergerak cepat, seperti perbankan sya-
ri’ah, asuransi syari’ah, pasar modal sya-
ri’ah, lembaga keuangan mikro syariah 
(BMT), pergadaian syari’ah, dan lain-
lain. Undang-undang No.7 tahun 1992 
Tentang Perbankan yang mengandung 
ketentuan tentang memperbolehkan bank 
beroperasi dengan sistem bagi hasil. Te-
tapi belum mengatur tentang bank sya-
ri’ah. Dalam menghadapi perkembangan 
perekonomian nasional yang senantiasa 
bergerak cepat, kompetitif, dan terinteg-
rasi dengan tantangan yang semakin 
kompleks serta sistem keuangan yang se-
makin maju diperlukan penyesuaian ke-
bijakan di bidang ekonomi, termasuk 
perbankan. Bahwa dalam memasuki era 
globalisasi dan dengan telah diratifikasi-
nya beberapa perjanjian internasional di 
bidang perdagangan barang dan jasa, di-
perlukan penyesuaian terhadap peraturan 
Perundang-undangan di bidang pereko-
nomian, khususnya sektor perbankan, o-
leh karena itu dibuatlah Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Undang-un-
dang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Per-
bankan yang mengatur tentang perbank-
an syariah.  
Dengan adanya Undang-undang ini 
maka pemerintah telah melegalisir kebe-
radaan bank-bank yang beroperasi secara 
syari’ah, sehingga lahirlah bank-bank ba-
ru yang beroperasi secara syari’ah. Di In-
donesia, bank syari’ah pertama berdiri 
pada era 1990-an, yakni pada tanggal 1 
 
5 http://mhugm.wikidot.com/artikel:012 
Mei 1992 dengan berdirinya PT. Bank 
Muamalat Indonesia di Jakarta. Berdiri-
nya bank ini tidak lepas dari peran Ma-
jelis Ulama Indonesia (MUI) dan para 
cendekiawan muslim yang tergabung da-
lam Ikatan Cendekiawan Muslim Indone-
sia (ICMI) dan juga tokoh-tokoh peme-
rintah pada waktu itu.6 Dengan adanya 
bank-bank yang baru ini maka dimung-
kinkan terjadinya sengketa-sengketa an-
tara bank syari’ah tersebut dengan nasa-
bahnya. Dalam prakteknya, sebelum UU 
No 7 Tahun 1989 dirubah, penegakkan 
hukum kontrak bisnis di lembaga-lem-
baga keuangan syari’ah tetap mengacu 
kepada ketentuan KUHPerdata. Oleh ka-
rena itu, setiap melakukan perikatan 
(transaksi) baik melalui lembaga keua-
ngan pada umumnya atau melalui lem-
baga keuangan syari’ah, kreditur dan de-
bitur sudah sangat terbiasa menerapkan 
ketentuan Buku Ke tiga KUHPerdata. 
Hal ini semata-mata dikarenakan bentuk-
an sejarah semasa Penjajahan Hindia Be-
landa, artinya dengan sengaja norma-nor-
ma yang bersumber dari hukum Islam di 
bidang perikatan (transaksi) dikesam-
pingkan bahkan dianggap tidak ada dari 
perangkat hukum yang ada sebagai aki-
bat politik Penjajah yang secara sistema-
tis mengikis keberlakuan hukum Islam di 
tanah jajahannya, Hindia Belanda7, se-
hingga konsep perikatan dalam Hukum 
Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek 
formalitas hukum di masyarakat, tetapi 
yang berlaku adalah KUHPerdata. Maka 
dari itu, apabila timbul sengketa antara 
bank dengan nasabahnya selalu diselesai-
kan melalui pengadilan (cara konvensio-
nal). 
Seiring dengan perkembangan lem-
baga keuangan syari’ah di Indonesia, 
khususnya perbankan syari’ah, baik di 
daerah, secara nasional, bahkan internasi-
 
6 Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi syari’ah 
http://agustiarto.niriah.com/2008 
7 http://hukumonline.com/detil.asp?id 
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onal. Hal ini tidak lepas dari semakin sa-
darnya masyarakat untuk bertransaksi 
yang tidak memberatkan satu sama lain 
(bagi hasil/keuntungan), juga karena 
tingkat kebutuhan yang semakin banyak, 
untuk itu membutuhkan suatu layanan 
jasa keuangan yang lebih cepat, seder-
hana dan tidak memberatkan (bagi hasil), 
untuk lembaga keuangannya sendiri ha-
rus mampu bersaing dengan jasa keua-
ngan konvensional, baik dari segi laya-
nan maupun kualitas produknya. Oleh 
karena itu perkembangan perbankan sya-
ri’ah semakin melejit, bukan hanya pe-
nambahan jumlah Bank Umum Syari’ah 
yakni Bank Syari’ah Mandiri & Bank 
Mega Syari’ah Indonesia, tetapi juga se-
makin menjamurnya Bank Konvensional 
yang membuka Unit Usaha Syari’ah 
(UUS), seperti BNI Syari’ah,BRI Sya-
ri’ah, BTN Syari’ah, Danamon Syari’ah, 
Bank IFI Syari’ah, BII Syari’ah, Bank 
Permata Syari’ah, Bank Jabar Syari’ah, 
Bank DKI Syari’ah dll. Sejalan dengan 
perkembangan tersebut, maka banyak 
pula kasus-kasus (sengketa) yang muncul 
berkaitan dengan lembaga keuangan sya-
ri’ah.  
Dengan diubahnya  UU No 7 Ta-
hun 1989 menjadi UU 10 Tahun 1998 
yang notabene memuat aturan tentang 
perbankan syari’ah, maka membawa 
konsekuensi terhadap pertanyaan bagai-
mana apabila terjadi sengketa antara na-
sabah dengan lembaga keuangan sya-
ri”ah?. Menjawab pertanyaan tersebut, 
terlebih dahulu dikemukakan bahwa, se-
telah dilakukan penelusuran dengan men-
dasarkan kepada Undang-undang No. 14 
Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, Undang-undang 
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung dan ketentuan dalam Rv. (regle-
ment Hukum Acara Perdata yang berlaku 
bagi golongan eropa) ternyata didapati 
aturan yang mengatur tentang adanya dua 
cara penyelesaian sengketa yakni: cara li-
tigasi (melalui pengadilan) dan non liti-
gasi  (di luar pengadilan atau yang dise-
but dengan arbitrase). Tetapi dengan la-
hirnya Undang-undang No. 4 Tahun 
2004 Tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ke-
kuasaan Kehakiman dan lahirnya Un-
dang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Un-
dang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No. 14 
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 
arbitrase sudah tidak diatur lagi. 
Berlandaskan ketentuan di atas, 
maka sudah barang tentu apabila timbul 
sengketa antara nasabah dengan bank, 
untuk menyelesaiakan sengketanya, me-
reka dapat memilih cara penyelesaian-
nya, apakah akan diselesaikan melalui li-
tigasi atau melalui arbitrase. Dengan ber-
pegang teguh pada prinsip syari’ah, bah-
wa pada prinsipnya, syari’ah itu adalah 
melindungi kepentingan semua pihak 
yang bertransaksi, baik nasabah maupun 
bank syariah, sehingga tidak boleh ada 
satu pihak pun yang dirugikan hak-hak-
nya. Oleh karena itu dibentuklah Badan 
Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
oleh Majelis Ulama Indonesia, pada ta-
hun 1993, yang kemudian dirubah men-
jadi Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS).8 Badan Arbitrase Sya-
riah Nasional (BASYARNAS) adalah 
perubahan dari nama Badan Arbitrase 
Muamalat Indonesia (BAMUI) yang me-
rupakan salah satu wujud dari Arbitrase 
Islam yang pertama kali didirikan di In-
donesia oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H 
bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 
1993 M. Badan Arbitrase Muamalat In-
donesia (BAMUI) didirikan dalam ben-
tuk badan hukum yayasan sesuai dengan 
 
8 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, ”Peranan 
BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional”,  dalam: 
”Arbitrase Islam Di Indonesia” Jakarta: BAMUI dan BMI, 
hlm. 68 – 69.  
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akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 
175 tanggal 21 Oktober 1993.9 Dalam 
perkembangannya melalui keputusan ra-
pat Dewan Pimpinan Majelis Ulama In-
donesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 
tanggal 24 Desember 2003 nama Badan 
Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS) berdasarkan 
rekomendasi RAKERNAS MUI pada 
tanggal 23-26 Desember 2002. 
Badan Arbitrase Syariah Nasional 
(BASYARNAS) berdiri secara otonom 
dan independen sebagai salah satu instru-
men hukum yang menyelesaikan perseli-
sihan para pihak, baik yang datang dari 
dalam lingkungan bank syariah, asuransi 
syariah, maupun pihak lain yang memer-
lukannya. Bahkan, dari kalangan non 
muslim pun dapat memanfaatkan Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (BASYAR-
NAS) selama yang bersangkutan mem-
percayai kredibilitasnya dalam menyele-
saikan sengketa. Kehadiran Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (BASYAR-
NAS) sangat diharapkan oleh umat Islam 
Indonesia, bukan saja karena dilatar bela-
kangi oleh kesadaran dan kepentingan u-
mat untuk melaksanakan syariat Islam, 
melainkan juga lebih dari itu adalah men-
jadi kebutuhan riil sejalan dengan per-
kembangan kehidupan ekonomi dan keu-
angan di kalangan umat. Karena itu, tu-
juan didirikan Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS) sebagai badan 
permanen dan independen yang berfung-
si menyelesaikan kemungkinan terjadi-
nya sengketa muamalat yang timbul da-
lam hubungan perdagangan, industri keu-
angan, jasa dan lain-lain dikalangan umat 
Islam. 
Selama ini penyelesaian sengketa 
ekonomi syari'ah diselesaiakan melalui  
Pengadilan Niaga atau terkadang dita-
 
9 Sejarah Basyarnas, http://hukumonline.com 
ngani oleh Pengadilan Negeri, sedangkan 
sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan 
melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Na-
sional). Sebabnya adalah fatwa-fatwa 
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) selalu 
menyebutkan penyelesaian sengketa per-
bankan syari'ah, asuransi syari'ah dan be-
berapa bidang lain dilakukan atau disele-
saikan melalui Basyarnas.  
Tujuannya adalah agar terciptanya 
suatu kepastian hukum bagi para nasabah 
dan begitu pula bagi perbankan syari’ah, 
maka Dewan Syariah Nasional (DSN) 
mengeluarkan fatwa bagi lembaga keua-
ngan syariah, untuk mencantumkan klau-
sula arbitrase dalam setiap pembuatan 
perikatan (akad-akad) antara nasabah de-
ngan bank syari’ah atau lembaga keua-
ngan syari’ah yang berbunyi sebagai be-
rikut: “Jika salah satu pihak tidak menu-
naikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak maka pe-
nyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah”. De-
ngan demikian, bahwa di mana setiap 
bank syari’ah atau lembaga keuangan 
syariah dalam setiap produk akadnya ha-
rus mencantumkan klausula arbitrase, 
maka semua sengketa-sengketa yang ter-
jadi antara perbankan syariah atau lem-
baga keuangan syari’ah dengan nasabah-
nya harus diselesaiakan melalui Badan 
Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYAR-
NAS). 
Perubahan Undang-Undang 
Sengketa Perbankan Syari’ah dise-
lesaiakan melalui Badan Arbitrase Sya-
riah Nasioal (Basyarnas), sesuai dengan 
akad yang memuat klausula arbitrase di 
lembaga keuangan syariah. Nasabah dan 
lembaga perbankan harus tunduk dan taat 
kepada apa yang telah diakadkan, yakni 
mau tidak mau harus memilih lembaga 
Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa 
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yang timbul diantara keduanya. Keharu-
san untuk memilih Basyarnas tersebut a-
tas dasar hasil kesepakatan para ulama 
melaui fatwa-fatwanya sebagaimana te-
lah disampaikan di atas. Bahwa oleh ka-
rena sudah menjadi kebiasaan kalau kon-
trak perbankan itu bersifat standar kon-
trak, yang mana didalamnya telah pula 
memuat  klausula Basyarnas. Maka 
membawa konsekuensi, bahwa Pengadi-
lan Negeri (harus diartikan juga Pengadi-
lan Agama) tidak berwenang memeriksa 
dan mengadili perkara para pihak yang 
telah terkait dalam perjanjian arbitrase. 
Dalam aturan Hukum Acara ini merupa-
kan kewenangan absolut.  
Dalam perkembangannya, lahir 
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Ten-
tang Perubahan Atas Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama, yang merubah atau menambah 
Pasal 49 ayat (1) yang semula memuat 
tentang  Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat perta-
ma antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang  Perkawinan, Kewarisan, 
Wasiat, dan hibah yang dilakukan berda-
sarkan hukum islam, serta Wakaf, men-
jadi ada tambahan yang disebutkan de-
ngan jelas bahwa Pengadilan Agama ju-
ga berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara yang berkaitan 
dengan ekonomi syariah, sebagaimana 
dituangkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf 
I Undang-undang No. 3 Tahun 2006 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama. 
Dalam penjelasan UU tersebut di-
sebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
ekonomi syariah adalah perbuatan atau 
kegiatan usaha yang dilaksanakan menu-
rut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: 
a.  Bank syariah, b. Lembaga keuangan 
mikro syari’ah, c. asuransi syari’ah, d. 
reasurasi syari’ah, e. reksadana syari’ah, 
f. obligasi syariah dan surat berharga ber-
jangka menengah syariah, g. sekuritas 
syariah, h. Pembiayaan syari’ah, i. Pega-
daian syari’ah, j. dana pensiun lembaga 
keuangan syari’ah dan k. bisnis syari’ah. 
Maka apabila timbul sengketa di-
antara mereka, terbuka peluang yang se-
luas-luasnya bagi Pengadilan Agama un-
tuk mengadili dan memutus perkara-per-
kara yang timbul akibat dari adanya hu-
bungan hukum antara perbankan syari’ah 
atau lembaga keuangan syari’ah dengan 
nasabahnya, yang pada akhirnya tidak la-
gi menjadi monopoli kewenangan BAS-
YARNAS. Dengan dikeluarkannya UU 
No 3 Tahun 2006, kasus sengketa ekono-
mi syariah harus diselesaikan di Pengadi-
lan Agama, kecuali para pihak sepakat 
diselesaikan melalui lembaga arbitrase. 
Jika para pihak memilih Pengadilan Ne-
geri atau Peradilan Niaga, hal ini sangat 
keliru, selain tidak relevan dan jelas tidak 
sesuai syariah, juga tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum 
Acara Perdata. 
Dampak Perubahan Undang-undang 
No. 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan 
Agama 
Dengan disahkannya Undang-un-
dang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peru-
bahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama (PA), ma-
ka Peradilan Agama mendapatkan tam-
bahan kewenangan yang sangat strategis. 
Jika selama ini kewenangan Peradilan 
Agama sangat terbatas dan hanya me-
nyangkut hukum  keluarga dan wakaf,  
maka sejak disyahkannya perubahaan 
UU tersebut kewenangan PA menjadi di-
perluas. Sengketa ekonomi syari'ah telah 
menjadi bagian dari kewenangan absolut 
Peradilan Agama. Secara fakta peruba-
han ini tersebut dilatarbelakangi oleh pe-
satnya perkembangan ekonomi syariah, 
JURNAL ILMU HUKUM LITIGASI 
        VOLUME 10   NOMOR 3  OKTOBER 2009 325 
tentunya membawa dampak terhadap 
tidak saja menyangkut lembaga perbank-
an, tetapi juga menyangkut institusi lain 
termasuk didalamnya kompetensi atau 
kewenangan Pengadilan Agama dalam 
menyelesaiakan sengketa di bidang eko-
nomi syariah.  
Menariknya, secara fakta yang ti-
dak terbantahkan, perkembangan teori 
dan praktik ekonomi syari'ah ternyata ti-
dak seiring dengan perkembangan pe-
rangkat hukumnya. Perangkat hukum 
ekonomi syari'ah kalah cepat dibanding-
kan dengan perkembangan dinamika 
ekonomi syari'ah itu sendiri. Kemudian 
hanya bidang perbankan syari'ah  yang 
telah memiliki payung hukum yang se-
dikit lebih tegas dan jelas lewat Undang-
undang No. 10 Tahun 1998, sedangkan 
masalah asuransi syari'ah, reasuransi, pe-
gadaian syari'ah, reksadana syari'ah, ob-
ligasi syari'ah, pasar modal syari'ah dan 
berbagai institusi lainnya belum memiliki 
payung hukum yang kuat. Hanya ada da-
lam bentuk Fatwa Dewan Syari'ah Nasio-
nal, regulasi BI, kitab-kitab fikih dan fat-
wa-fatwa ulama klasik dan kotemporer. 
Jadi belum terkumpul menjadi satu. Ke-
nyataan inilah yang dijawab Mahkamah 
Agung dengan menghadirkan Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) me-
lalui Perma No. 02. Tahun 2008.10 
Namun demikian kehadiran KHES 
yang memuat 796 pasal, yang terdiri dari 
tiga Buku, berimplikasi pada lembaga-
lembaga terkait, termasuk didalamnya 
Peradilan Agama sendiri. Persoalannya 
sekarang, apakah para penegak hukum di 
lingkungan Peradilan Agama yang akan 
memeriksa dan mengadili perkara dibi-
dang ekonomi syariah telah memahami 
tentang KHES itu, sehingga siap, apabila 
ada perkara yang menyangkut bidang 
 
10   Kelembagaan, Operasional & Pengembangan 
Produk LKS, www.mhugm.wikidot.com/artikel:011, 2002, 
diakses tangal 5 Januari 2008 
ekonomi syari’ah?. Jadi dengan demikian 
penyelesaian sengketa di bidang ekonomi 
syari’ah, tidak lagi menjadi kewenangan  
Pengadilan Negeri tetapi menjadi kewe-
nangan Peradilan Agama. Namun demi-
kian kedua belah pihak dapat memlilih 
alternatif penyelesaian sengketanya me-
lalui BASYARNAS, apabila dalam akad 
terdahulu telah dicantumkan klausula ar-
bitrase. 
Apabila hal tersebut di atas dikait-
kan dengan Undang-undang No. 30 Ta-
hun 1999 Tentang Arbitrase dan Alterna-
tif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) 
selaku puyung hukum Arbitrase, maka 
persoalan kewenangan sebagaimana di-
kemukakan di atas dapat diselesaiakan 
dengan Pasal 3 UU Arbitrase yang me-
nyebutkan sebagai berikut: “Pengadilan 
Negeri tidak berwenang untuk mengadili 
sengketa para pihak yang telah terikat da-
lam perjanjian arbitrase”. Namun demi-
kian apabila mencermati kalimat dalam 
pasal tersebut khususnya dalam kata “Pe-
ngadilan Negeri”, maka muncul teka te-
ki, mungkinkah dapat ditafsirkan dengan 
Pengadilan Agama? Apabila tidak dapat 
ditafsirkan demikian tentunya perlu ada-
nya perubahan atau amandemen terhadap 
UU Arbitrase tersebut. 
Begitu juga akan menjadi catatan 
penting yang menyangkut masalah ekse-
kusi (pelaksanaan putusan arbitrase). Se-
lama ini eksekusi putusan arbitrase, ter-
masuk BASYARNAS dilakukan oleh Pe-
ngadilan Negeri, bukan Pengadilan Aga-
ma. Karena selama ini dalam setiap akad 
di lembaga ekonomi syari’ah tercantum 
sebuah klausul yang berbunyi: “Jika sa-
lah satu pihak tidak menunaikan kewaji-
bannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara pihak-pihak terkait, maka penyele-
saiannya dilakukan melalui Badan Arbi-
trase Syariah setelah tidak tercapai kese-
pakatan melalui musyawarah” 
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Apabila hal tersebut mengacu ke-
pada Pasal 61 UU Arbitrase, maka pelak-
sanaan putusan arbitrase dilakukan mela-
lui Pengadilan Negeri. Namun dengan la-
hirnya UU No. 3 Tahun 2006 membawa 
implikasi besar terhadap pelaksanaan pu-
tusan BASYARNAS, dan ketentuan ter-
hadap Klausula BASYARNAS sendiri.  
Karena klausula itu telah secara tegas di-
muat dalam Peraturan Bank Indonesia 
saat ini dan seluruh fatwa DSN MUI dan 
PBI disebutkan, bahwa penyelesaian 
sengketa diselesaikan oleh Badan Arbi-
trase Syari’ah.11 Maka klausula yang de-
mikian itu haruslah dihapuskan dan se-
luruh format transaksi di bank dan lem-
baga keuangan syariah. harus diubah ter-
lebih dahulu. Selanjutnya mengenai bu-
nyi redaksi DSN MUI dan PBI yang me-
nyebutkan “peranan Badan Arbitrase” 
seharusnya juga dihapus, karena telah a-
da Pengadilan Agama yang berwenang 
mengadilinya. Meskipun demikian, Ba-
dan Arbitrase tidak serta kehilangan pe-
ran, sebab jika para phak memilih badan 
ini untuk menyelesaikan sengketanya, 
maka hal itu dibenarkan.  
Dalam hal Pelaksanaan Putusan 
Arbitrase sebagaimana telah diatur secara 
tegas dalam Pasal 61 UU Arbitrase, na-
mun kembali apakah kalimat “Pengadi-
lan Negeri” dapat ditafsirkan menjadi 
“Pengadilan Agama”?. Dalam persoalan 
ini kemudian dijawab atau ditanggapi o-
leh Mahkamah Agung dengan menge-
luarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Ek-
sekusi Putusan Basyarnas, menjadi ke-
wenangan Penagdilan Agama. 
Dualisme Kewenangan 
Permasalahan-permasalahan yang 
timbul akibat perubahan atas UU No. 7 
 
11 Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan 
Perbankan Syari’ah Indoenesia, Jakarta: www.bi.go.id, 2005, 
diakses tanggal 5 Januari 2008. 
Tahun 1989, menurut hemat saya, hingga 
saat ini belum juga dapat teratasi dengan 
baik. Karena selain sengketa perbankan 
syari’ah sendiri baru satu dua, juga kare-
na para penegak hukumnya sendiri be-
lum paham betul tentang pengetahuan 
pengaturan perbankan syariah, ditambah 
lagi dengan belum tersedianya secara 
lengkap tentang aturan-aturan pendukung 
yang dapat digunakan untuk dasar atau 
pegangan para hakim agama dalam me-
meriksan dan mengadili sengketa per-
bankan sayariah, misalnya saja Kompila-
si Hukum Islam (KHI) yang selama ini 
dijadikan pedoman para hakim agama 
belum memuat tentang aturan-aturan per-
bankan syariah yang notabene menjadi 
kewenangan baru bagi Peradilan Agama. 
Sebagai konsekuensi atas perubah-
an Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan dengan Undang-un-
dang Republik Indonesia Nomor 10 Ta-
hun 1998 yang secara substantif menga-
tur tentang perbankan syari’ah, maka pa-
ra anggota DPR membentuk dan menge-
sahkan Undang-undang No. 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syari’ah (UU 
Perbankan Syari’ah). Permasalahan yang 
satu belum terselesaikan, muncul per-
soalan lain, yang dapat menambah sede-
retan kebingungan para pencari keadilan.  
Namun demikian, lahirnya UU Perbank-
an Syari’ah patut dihargai dan disambut 
dengan baik atas inisiatif dari pemerintah 
bersama-sama para anggota DPR untuk 
membentuk undang-undang yang menga-
tur tentang Perbankan Syari’ah. Setelah 
dilakukan penelusuran, diketauhi bahwa 
UU Perbankan Syari’ah memuat aturan 
tentang “Penyelesaian Sengketa” Per-
bankan Syari’ah, yaitu sebagaimana di-
atur dalam Pasal 55 UU Perbankan Sya-
ri’ah.  
Pasal 55 Ayat (1) UU Perbankan 
Syari’ah mengatur tentang tempat penye-
lesaian sengketa perbankan syari’ah. Pa-
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sal tersebut menyebutkan 'Penyelesaian 
sengketa Perbankan Syariah dilakukan 
oleh pengadilan dalam lingkungan Pera-
dilan Agama'. Kemudian ketentuan ayat 
(2) dan ayat (3) Pasal tersebut membuka 
peluang penyelesaian sengketa di tempat 
lain. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 
55 ayat (2) menyebutkan secara opsional 
penyelesaian sengketa yang bisa dipilih 
oleh para pihak. Yakni, a. Musyawarah; 
b. Mediasi perbankan; c. Melalui Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (BASYAR-
NAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/ 
atau d. Melalui pengadilan dalam lingku-
ngan peradilan umum. Dapat diketahui 
bahwa pasal tersebut contradictio in ter-
minis (berlawanan arti) satu sama lain-
nya. Artinya di satu sisi, seluruh sengketa 
diselesaikan di Pengadilan Agama (PA), 
tapi di sisi lain membuka kesempatan ke-
pada Pengadilan Negeri (PN). Padahal, 
keduanya memiliki kompetensi absolut 
yang jelas berbeda. Inilah persoalan baru 
yang masih harus dikaji bersama 
Sementara, hingga saat ini masih 
banyak ditemukan redaksi akad yang 
membuka peluang penafsiran dualisme 
hukum yang sangat menyesatkan sema-
cam itu meskipun UU nya telah terdapat 
perubahan, karena banyak bank syari’ah 
yang belum mengganti redaksi dalam a-
kadnya, yakni memuat pilihan antara 
BASYARNAS dan Pengadilan Negeri. 
Hal  yang demikian ini dapat menyesat-
kan dan membingungkan, sehingga perlu 
adanya penggantian segera daraf-draf a-
kad yang bersifat standar kontrak terse-
but, disesuaikan dengan perkembangan 
perubahan undang-undangnya. Karena ji-
ka para pihak sudah sepakat untuk me-
nentukan pilihan penyelesaian sengketa-
nya dengan memperhatikan Pasal 55 ayat 
(1) dan (2), maka tertutuplah peluang 
lembaga-lembaga selain yang dipilih un-
tuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
diantara keduanya (nasabah dan Perbank-
an atau Lembaga keuangan Syari’ah).   
Apabila pilihan penyelesaian seng-
keta tersebut tidak dilakukan secara cer-
mat dan sesuai dengan kesepakatan ke-
dua belah pihak, maka akan mengakibat-
kan permasalahn yang baru, yakni seng-
keta kewenangan. Padahal tujuan diben-
tuknya UU Perbankan Syari’ah agar ada 
pengaturan bank-bank syariah yang di-
lihat mulai berkembang pesat di Indone-
sia saat ini, untuk memberikan  kepastian 
hukum, tetapi dengan adanya ayat (2)  
yang menurut saya bersifat kontradiktif 
tersebut justru dapat menimbulkan kebi-
ngungan bagi para pencari keadilan ka-
rena adanya dualisme kewenangan. Me-
lihat kondisi yang demikian, maka tidak 
mustahil akan timbul sengketa baru, ya-
itu sengketa kewenangan di antara badan 
peradilan. Di satu sisi kewenangan PA. 
Tapi karena akad yang mereka perjanji-
kan menunjuk PN, maka bisa menjadi 
kewenangan PN. Persoalan dualisme ke-
wenangan tersebut belum dapat diselesai-
kan, karena selain perkara perbankan 
syari’ah yang diperiksa di Pengadilan 
Agama pun belum ada. Namun apabila 
ada, hal ini akan menjadi suatu masalah 
yang baru, sehingga akan jauh dari ke-
pastian hukum. Oleh karena itu diperlu-
kan segera adanya pembenahan terhadap 
perangkat hukum baik formil maupun 
materiil, agar lebih memberikan kepasti-
an hukum bagi para pencari keadilan.  
C. PENUTUP 
Meski wacana bank syari’ah sudah 
mengemuka di Indonesia sejak tahun 70-
an, tetapi secara formal kelembagaan saat 
itu belum mendapatkan respon yang baik 
dari pemerintah sebagai pemegang tung-
gal kebijakan. Baru di era 90-an wacana 
tersebut mendapatkan respon yang baik 
dengan diterbitkannya UU No 7 Tahun 
1992. namun demikian, keberadaan UU 
JURNAL ILMU HUKUM LITIGASI 
        VOLUME 10   NOMOR 3  OKTOBER 2009 328 
tersebut sebagai satu-satunya payung hu-
kum praktek perbankan syariah ketika itu 
masih belum dapat memberikan ruang 
gerak secara maksimal. Beberapa kele-
mahan masih banyak ditemukan dalam 
UU tersebut. 
Seiring dengan perkembangan 
yang terjadi, para pemerhati perbankan 
syari’ah terus melakukan evaluasi terha-
dap kelemahan UU perbankan syari’ah 
yang telah ada dan menerbitkan berbagai 
perturan terbaru. Maka, muncullah UU 
No. 10 Tahun 1998 dan berbagai peratu-
ran lain yang dikelaurkan oleh Lembaga 
pemegang otoritas tertinggi moneter In-
donesia, Bank Indonesia. Semua peratu-
ran tersebut muncul atas dasar kebutuhan 
bagi sempurna dan leluasanya praktek 
perbankan syari’ah di Indonesia. 
Beberapa aspek yang terakomodasi 
dalam peraturan perundangan yang terus 
berkembang tersebut diantaranya: 1. Ek-
sistensi Perbankan Syari’ah di hadapan 
hukum Nasional; pada aspek ini kebera-
dan perbankan syariah di Indonesia me-
nemukan tempatnya yang semakin kokoh 
setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 
1998. Jika pada UU No. 7 Tahun 1992 
keberadaan bank syari’ah masih harus 
”bersembunyi” di balik istilah bank bagi 
hasil, pada UU No. 10 Tahun 1998 kebe-
radaanya semakin terbuka di hadapan hu-
kum Nasional.; 2. Aspek kelembagaan; 
munculnya UU No. 10 Tahun 1998 ber-
pengaruh terhadap perkembangan infra 
struktur perbankan syari’ah. Kelembaga-
an perbankan syari’ah semakin mudah 
untuk didirikan dan dipraktekkan oleh 
perbankan konvensional sekalipun. Da-
lam penyelesaian sengketanya dapat di-
selesaiakan melalui Basyarnas atau Pe-
ngadilan Negeri. Namun sejalan dengan 
perubahan UU Peradilan Agama yang 
dalam Pasal 49 ayat (2) menyebutkan: 
”Pengadilan Agama bertugas dan berwe-
nang memeriksa, memutus dan menyele-
saikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam di bi-
dang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wa-
siat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) 
infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi sya-
riah, maka dapat diasumsikan bahwa se-
gala sengketa yang timbul akibat persoal-
an tersebut menjadi kewenangan absolut 
Pengadilan Agama atau melalui pilihan 
penyelesaian sengketa sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU Per-
bankan Syari’ah.. Maka dengan demikian 
akan mempengaruhi terhadap lembaga 
mana yang dapat menyelesaiakan seng-
keta perbankan syari’ah, apakah BAS-
YARNAS, Pengadilan Negeri atau Pe-
ngadilan Agama. 
Secara prinsip diakuinya kelemba-
gaan perbankan syari”ah secara tegas ter-
sebut, yakni  melalui UU Perbankan. Ma-
ka atas dasar itulah para pemerhati per-
bankan syari’ah kemudian bersama pe-
merintah dan DPR membuat landasan 
hukum tersendiri demi kokohnya kelem-
bagaan tersebut, yakni dengan mensyah-
kan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syari’ah (UU Per-
bankan Syari’ah). Namun demikian  UU 
Perbankan Syari’ah tersebut masih ba-
nyak kekurangan, sementara ini yang da-
pat disajikan secara jelas adalah tentang 
dualisme kewenangan absolut dalam pe-
nyelesaian sengketa, yakni sebagaimana 
yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) 
dan (2).  
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